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JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu sumber
penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan
untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif
atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Sekretariat Negara dengan Peraturan Pemerintah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
tingkat IV dan tingkat Il dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
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